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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) Mengetahui , menganalisis, dan menjelaskan 

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit cybercrime Polda Sulawesi Selatan; 

(2) Mengetahui , menganalisis, dan menjelaskan factor-faktor yang dapat Efektivitas Penyidikan Tindak 

Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit cybercrime Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini berlokasi di Unit 

Cybercrime Polda Sulawesi Selatan menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya 

data-data lapangan sebagai sumber data utama . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) 

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Yang Ditangani Polda Sulawesi Selatan 

kurang efektif , dengan demikian kurang efektifnya penyelidikan tersebut mengakibatkan ada nya 

perkara yang tidak terselesaikan dengan baik. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas 

Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Polda Sulawesi Selatan adalah substansi hukum , 

factor aparat penegak hukum , factor saran dan prasarana , factor kesadaran hukum masyarakat , 

factor budaya hukum. Rekomendasi Penelitian : (1) Peningkatan Kapasitas SDM Penegak Hukum: 

Melalui pelatihan khusus di bidang digital forensik dan teknologi informasi.(2) Kerja Sama 

Internasional: Dibutuhkan koordinasi antarnegara dalam rangka penegakan hukum yang efektif 

terhadap kejahatan siber lintas batas (3) Revisi dan Penguatan Regulasi: Menyesuaikan undang-

undang dengan perkembangan teknologi dan pola kejahatan terkini. (4) Edukasi Publik: Masyarakat 

perlu diberi pemahaman mengenai keamanan digital dan etika bermedia sosial. (5) Pengembangan 

Infrastruktur Keamanan Siber: Termasuk sistem deteksi dini dan pusat tanggap insiden siber 

(CERT/CSIRT). 

Kata kunci : Efektivitas , Penyidikan, Peretasan (Hacking) 
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Abstract 

This study aims to: (1) Examine, analyze, and explain the effectiveness of cybercrime investigations on 

hacking offenses at the Cybercrime Unit of the South Sulawesi Regional Police; (2) Identify, analyze, 

and explain the factors influencing the effectiveness of hacking crime investigations at the Cybercrime 

Unit of the South Sulawesi Regional Police. This research was conducted at the Cybercrime Unit of the 

South Sulawesi Regional Police using empirical research, which relies on field data as the primary 

source of information. The findings of this study show that: (1) The effectiveness of hacking crime 

investigations handled by the South Sulawesi Regional Police is less than optimal, resulting in 

unresolved cases; (2) The factors influencing the effectiveness of hacking crime investigations at the 

South Sulawesi Regional Police include legal substance, law enforcement personnel, infrastructure, 

public legal awareness, and legal culture. Recommendations: (1) Improvement of Law Enforcement 

Human Resources: Through specialized training in digital forensics and information technology. (2) 

International Cooperation: International coordination is necessary to effectively address cross-border 

cybercrimes.(3) Regulation Revision and Strengthening: Adjusting laws to keep up with technological 

advancements and current crime patterns.(4) Public Education: Educating the public about digital 

security and social media ethics. (5) Development of Cybersecurity Infrastructure: Including early 

detection systems and Cyber Incident Response Teams (CERT/CSIRT). 

Keywords: Effectiveness, Investigation, Hacking. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

A. Tinjauan Pustaka  

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi sangat pesat. Internet telah 

menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga komunikasi. Namun, kemudahan ini 

juga membuka peluang bagi tindak pidana siber, termasuk peretasan (hacking) yang 

semakin marak terjadi. 

Indonesia telah mengatur berbagai aspek hukum terkait kejahatan siber melalui 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta Undang-

Undang tentang Keamanan Siber. Namun implementasi dan penegakan hukum terhadap 

pelanggaran ini masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya pemahaman 

dan sumber daya. 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana hacker di Indonesia tidaklah mudah. 

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya koordinasi antar lembaga, 

minimnya pelatihan untuk aparat penegak hukum, dan keterbatasan teknologi yang 
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digunakan untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan siber. 

Tindak kriminal hacker di Indonesia mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti 

pencurian data, peretasan sistem, dan penyebaran virus. Menurut laporan dari Badan 

Siber dan Sandi Negara (BSSN), jumlah serangan siber terus meningkat setiap tahunnya, 

menunjukkan bahwa keamanan siber di Indonesia masih rentan dan memerlukan 

perhatian serius. 

Berbagai kejadian Tindakan hacking yang terjadi di Kota Makassar diantaranya; 

Seorang peretas asal Makassar, BS alias Bamz, ditangkap oleh Unit Kejahatan Siber 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sulawesi Selatan. Bamz dan 

komplotannya telah terlibat dalam kegiatan peretasan selama dua tahun terakhir, 

menargetkan situs web dan nomor kontak. Para peretas akan mengumpulkan dan 

menyaring data korban, kemudian menggunakannya untuk membuat halaman palsu 

guna mencuri informasi, dan pada akhirnya, isi ATM korban. Meskipun jumlah yang 

diambil dari setiap korban kecil, polisi masih menghitung total kerugiannya. Bamz dijerat 

dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan potensi 

hukuman tujuh tahun penjara. 

B. Teori Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Menurut Nana Sudjana mendefinisikan bahwa efektivitas ialah suatu jalan 

menuju keberhasilan yang dilaksanakan perserta didik demi mendapatkan tujuan 

yang diingikan. 

Menurut Ravianto efektivitas adalah sesuatu hal yang menjadi ujung tombok 

dalam mengukur baik tindaknya suatu pekerjaan yang dilaksanakan. Suatu 

perkerjaan yang dilaksanakan diangap efektif apabila dikerjakan sesuai dengan 

konsep yang telah di rancang baik dari segi waktu, biaya dan kualitasnya. 

C. Teori Penegakan Hukum 

Teori penegakan hukum merupakan kajian yang penting dalam ilmu hukum, karena 

penegakan hukum menjadi aspek fundamental dalam menciptakan suatu masyarakat 

yang tertib dan teratur. Penegakan hukum tidak hanya melibatkan aparat penegak 

hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat agar dapat tercipta 

kesadaran hukum yang optimal. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi alat untuk 

memastikan bahwa norma hukum yang berlaku di masyarakat diterapkan dengan adil 

dan konsisten. Secara lebih mendalam, penegakan hukum berfokus pada upaya untuk 

membuat hukum yang ada berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk melindungi 

masyarakat dan mencegah terjadinya ketidakadilan. 
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D. Teori Penyidikan 

Teori penyidikan adalah konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan 

penegak hukum dalam proses pencarian dan pengumpulan bukti-bukti terkait suatu 

tindak pidana untuk mengungkap kebenaran dan penetapan tersangka.  

Berikut adalah beberapa teori dan konsep penting dalam penyelidikan 

E. Pengertian tindak Pidana Peretasan (hacking) 

Tindak pidana peretasan atau hacking merupakan bagian dari kejahatan dunia 

maya (cybercrime) yang diatur dalam UU ITE. Peretasan terjadi ketika seseorang 

mengakses sistem komputer atau informasi elektronik tanpa izin atau secara melawan 

hukum. UU ITE memberikan sanksi pidana bagi pelaku peretasan yang memenuhi unsur-

unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 30 dan 46 UU ITE. Awalnya peretasan 

memiliki tujuan baik yaitu menguji sistem keamanan yang telah dibangun dan 

memperkuatnya. Tetapi pada perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju 

peretasan digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat merugikan. Hal ini 

tidak lepas dari penggunaan internet yang semakin meluas sehingga penyalah gunaan 

kemampuan peretasan juga mengikuti luasnya pemanfaatan internet. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya data-data 

lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara , penelitian empiris 

digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang 

berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi yang berhubungan sebagai 

aspek kemasyarakatan. 

 

B. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder  

 

C. Teknik Analisis Data  

Setelah tahap pengolahan data dilakukan , maka tahap selanjutnya adalah 

menganalisis data tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis , Kemudian 

dianalisis secara deksriptif  kualitatif , yaitu analisis yang dilakukan dengan cara 

menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam 

bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan 

langsung penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut interprestasikan guna memberikan 
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gambaran yang jelas terhadap permasalahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit Cybercrime Polda 

Sulawesi Selatan. 

Regulasi mengenai cybercrime dalam hukum nasional menjadi kompleks dikarenakan 

berkaitan dengan yurisdiksi negara-negara lain. Sayangnya, regulasi cybercrime di 

Indonesia masih belum cukup representatif dalam peraturan undang-undang. Hal ini 

berdampak pada hukum pidana materiil dan formal. Pertumbuhan teknologi yang cepat 

tanpa diikuti perkembangan hukum menyebabkan melemahnya sistem hukum yang ada. 

Para pelaku tindak kejahatan cybercrime dalam hal ini tindakan peretasan perlu dikenakan 

kriminalisasi untuk dapat diproses secara hukum. Regulasi hukum internet (cyber law) tidak 

cukup untuk menindak pelaku kejahatan di dunia maya. Konvensi Dewan Eropa 2001 atau 

Konvensi Budapest dapat digunakan untuk menyelaraskan hukum nasional, meskipun 

belum diratifikasi oleh Indonesia. Tetapi, minimal konvensi tersebut bisa dimanfaatkan untuk 

kepentingan penegakan hukum di Indonesia. S 

Setiap tindak pidana cybercrime dapat dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, sementara berlaku dalam Buku II 

yang mengatur tentang kejahatan, Buku III mengatur tentang pelanggaran maupun 

kejahatan yang dilakukan cybercrime dalam Pasal 363 KUHP tentang pembajakan, Pasal 378 

tentang penipuan, Pasal 362 tentang pencurian, sedangkan KUHP yang baru yakni Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 

akan berlaku pada tahun 2026. Keterbatasan cakupan KUHP ini masih terbatas sehingga 

dibuatlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terdapat pada 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 

secara umum mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  

Namun setelah perubahan UUITE dengan disahkanya Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 dan sekarang berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang 

merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun pengertian dari informasi elektronik pada UU 

ITE adalah kumpulan data elektronik yang tidak terbatas hanya pada tulisan, gambar, suara, 

desain, email dan sebagainya yang diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami bagi orang 

yang dapat memahamaninya hal ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016, namun terkait peretasan itu tidak hanya dalam UU ITE saja tetapi juga diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
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Peraturan hukum Indonesia telah mengatur beberapa ketentuan tentang tindak 

pidana yang terkait dengan kejahatan cybercrime dalam berbagai pasal hukum yang 

terpisah. Dalam KUHP belum sepenuhnya efektif dalam menangani kejahatan cyber crime 

karena belum secara menyeluruh mencakup unsur-unsur materiil kejahatan dunia maya. 

Dalam konteks pembuktian, KUHP mengikuti prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa 

suatu perbuatan tidak dianggap pidana jika tidak diatur oleh undang-undang. Namun, 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan 

bahwa, pengadilan harus memeriksa dan mengadili suatu perkara tanpa menolaknya karena 

ketidak jelasan hukum 

Dalam menghadapi kejahatan cybercrime, dunia hukum telah mengadopsi praktik 

memperluas penafsiran asas dan norma hukum. Kejahatan tersebut pada dasarnya dapat 

dijerat berdasarkan KUHP dengan menggunakan analogi atau contoh dari beberapa pasal 

dalam KUHP, seperti Pasal 362 yang berkaitan dengan kasus carding, Pasal 378 yang 

berkaitan dengan penipuan, dan Pasal 311 yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, 

dan lain-lain, dapat diterapkan dalam menangani berbagai jenis kejahatan cyber crime. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Unit Cybercrime Polda Sulawesi 

Selatan Bapak Ahmad Fatir , SH , MH , CPM tanggal 04 juni 2025, mengatakan bahwa :  

“Di negara lain kejahatan hacker telah di anggap sebagai kejahatan teroris ( terrorism 

crime ) hanya di Indonesia dianggap kejahatan biasa. Kejahatan hacker dianggap biasa di 

Indonesia karena kejahatan ini masih dibatasi oleh negara di dalam Undang-Undang , 

misalnya dalam kasus hacker perbankan yang menjadi sasaran utama pelaku hacker tidak 

sama dengan kasus pencucian uang yang penyidik langsung datang meminta data 

sedangkan kejahatan hacker penyidik harus melewati prosedur berjejang seperti dari 

Bareskrim lalu ke OJK .” 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Unit Cybercrime Polda 

Sulawesi Selatan Bapak Ahmad Fatir , SH , MH , CPM tanggal 04 juni 2025, mengatakan 

bahwa :  

“Alur proses penyelidikan tindak pidana peretasan (hacker) di Unit Cybercrime Polda 

Sulawesi Selatan secara umum bermula dari adanya pengaduan yang masuk dari korban 

kejahatan , kemudian pengaduan tersebut dibuatkan suatu laporan polisi. Setelah 

ditindaklanjuti maka akan dilakukan penyelidikan untuk menentukan suatu peristiwa yang 

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.” 

 “Alur penyidikan peretasan secara teknis hanya diketahui oleh para penyidik 

cybercrime tergantung objek atau jenis kejahatannya. Secara teknis penyidik kejahatan 

cyber berfokus pada sasaran atau objek, misalnya nomor handphone yang di hacker , lalu 
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penyidik menentukan siapa pelaku hacker , setelah ditemukan maka penyidik mencari atau 

tracking posisi hacker. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Unit Cybercrime Polda Sulawesi 

Selatan Bapak Ahmad Fatir , SH , MH , CPM tanggal 04 juni 2025, mengatakan bahwa :  

“Kejahatan peretasan ( hacker) dalam Undang-Undang ITE disebut Legal Akses . 

Modus kejahatan hacker  berupa akses yang dilakukan tanpa izin pemilik dan telah 

menimbulkan kerugian. kejahatan ini pada umum nya sangat sedikit terjadi yang banyak 

terjadi pada penipuan tetapi kejahatan hacker dampak nya sangat besar dapat merugikan 

negara dan masyarakat akibat pembobolan data-data negara banyak masyarakat yang tiba-

tiba memiliki pinjaman online tapi mereka tidak pernah melakukan pinjaman atau menjadi 

modus kejahatan lainnya karna data kita sudah tersebar.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Unit Cybercrime Polda Sulawesi 

Selatan Bapak Ahmad Fatir , SH , MH , CPM tanggal 04 juni 2025, mengatakan bahwa :  

“Tim penyidik cybercrime Polda Sulawesi Selatan termasuk tim cybercrime terbaik di 

Indonesia yang aktif dan mampu menangkap pelaku cyber setara dengan Polda diwilayah 

jawa. Karena sumber daya manusia sangat ahli dalam menangani kasus cybercrime. 

Penyidik juga mengakui tidak dapat sepenuh nya menangkap pelaku kejahatan cyber.”  

 

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan ( 

Hacking ) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Penyidik pembantu Ibu 

Jessica di unit cybercrime Polda Sulawesi Selatan tanggal 09 Juni 2025, mengenai kendala-

kendala penyidik dalam mengungkapkan kasus kejahatan peretasan (hacking) Di Unit 

cybercrime Polda Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut 

1) Belum ada nya sarana dan prasarana terkait bantuan teknologi IT yang langsung dapat 

mengetahui pelaku hacking 

2) Kesulitan dalam melacak pelaku , dikarenakan kebanyakan pelaku hacking 

menggunakan data pribadi orang lain. 

3) Prosedur yang panjang dan memakan waktu misalnya , membuka rekening yang 

digunakan pelaku karena harus membutuhkan izin terlebih dahulu dari Bareskrim , dan 

OJK sementara untuk mendapatkan izin dari OJK perkara yang ditagani harus sudah 

dalam proses penyidikan, sedangkan identitas dan keberadaan dari pelaku belum 

diketahui. 

4) Adanya Undang-Undang yang mengatur dalam membuka rekening sehingga 

penghambat melakukan proses penyelidikan, yaitu pada pasal 40 undang-undang RI 
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nomor 10 tahun 1988 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 

tentang perbankan, dimana dalam pasal tersebut mewajibkan kepada pihak Bank 

merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. 

5) Banyaknya operator seluler yang digunakan pelaku hacker sehingga membutuhkan 

waktu yang lama dalam penyidikan. 

6) Penyidik dan pembantu penyidik perlu mengikuti pelatihan atau Pendidikan mengenai 

menanganan khusus kejahatan cybercrime khususnya kejahatan peretasan (hacking). 

 

C. Relevansi Teori dengan Hasil Penelitian 

Bahwa pada hasil penelitian kiranya dapat dijelaskan tentang hubungan dengan teori 

hukum pada sub Bab II di penulisan ini , terkait dengan efektivitas penyidikan tindak pidana 

peretasan (hacking) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan. Berdasarkan pada 

pandangan Soerjono Soekarto dalam Teori efektivitas hukum , menurut Soerjono Soekarto 

adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor, yaitu : 

1) faktor hukum itu sendiri (undang-undang) 

2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum 

3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4) faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan 

5) faktor budaya yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidup. 

Terkait dengan hal tersebut yang menjadi substansi dari pembahasan penelitian ini 

adalah struktur hukum yang berhubungan dengan Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana 

Peretasan (Hacking) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan. Struktur hukum 

menyangkut aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polda Sulawesi Selatan yang 

menangani tindak pidana peretasan (hacking) sedangkan substansi hukum meliputi 

perangkat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik terbaru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE). Undang-undang ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2024 dan membawa sejumlah 

perubahan dari UU sebelumnya.   

Hal tersebut diatas dalam konteks Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan 

(Hacking) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan dapat dikatakan kurang efektif 

dikarenakan presentasi penyelesaian perkara yang dilakukan penyidik Polda Sulawesi 

Selatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini, menunjukkan kurang tercapainya suatu 
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tujuan penegakan hukum yang ada di idam-idamkan. Adapun beberapa factor yang 

mempengaruhi efektifitas penegakan hukum yaitu: 

1) Faktor substansi hukum yang itu tentang regulasi atau undang-undangnya tindak 

pidana penipuan online;  

2) Faktor penegakan hukum yaitu kurangnya pemahaman penegak hukum (penyidik) 

dalam menangani kejahatan cyber crime; 

3) Faktor sarana dan prasarana yaitu kurangnya dukungan alat yang dapat mempermudah 

penyidik dalam melacak telepon seluler (server telekomunikasi); 

4) Faktor kesadaran masyarakat yaitu terkait dengan pandangan, kebiasaan maupun 

perilaku dari masyarakat yang tidak memahami sistem hukum atau tidak menaati aturan 

hukum yang berlaku; 

5) Faktor budaya hukum yaitu budaya memicu timbulnya pemenuhan kebutuhan materi 

berlebihan dan sikap selalu ingin lebih dari yang lain dengan segala macam cara 

meskipun melanggar norma dan hukum, seperti melakukan penipuan online. 

Berdasarkan kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu sama lain karena merupakan 

esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari efektivitas Penyidikan. Teori 

efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan penulis. 

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah : 

1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup 

sistematis. 

2)  Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, 

secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 

3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang 

kehidupan tertentu sudah mencukupi. 

4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang 

ada. 

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis 

adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang 

handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan 

dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai 

mental yang baik.  

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan 

tergantung pada hal berikut : 

a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. 
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b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. 

c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. 

d. Sampai sejauh mana derajat sinkronasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada 

petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. 

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana 

bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud 

adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas 

hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan fasilitas ini, 

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari 

prasarana.Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan 

kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun 

elemen-elemen tersebut adalah : 

a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik. 

b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu 

pengadaannya. 

c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi. 

d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. 

e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya. 

f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis berkesimpulan bahwa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit 

Cybercrime Polda Sulawesi Selatan berjalan kurang efektif dikarenakan beberapa kendala 

yang di alami sehingga menyebabkan adanya kasus yang tidak terselesaikan dengan baik 

oleh karena itu terkait teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif 

adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat 

dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai 

sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi 

perilaku hukum 

 

 SIMPULAN 

1. Dari hasil pengumpulan data dan wawancara yang dilakukan peneliti mengatakan 

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit Cybercrime Polda 

Sulawesi Selatan kurang efektif,  

2. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak 

Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan adalah : 
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a. Faktor substansi Hukum  

b. Faktor penegakan  

c. Faktor sarana dan Prasarana 

d. Faktor kesadaran masyarakat  

e. Faktor budaya hukum  
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